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NOMOR 42 TAHUN 2011 SERI E.29

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 42 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENENTUAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN, PAGU INDIKATIF OPD DAN  PENGUKURAN PROGRAM KEGIATAN OPD
KABUPATEN CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON
Menimbang  : 
a.
bahwa  sehubungan  dengan  telah  ditetapkannya  Peraturan Daerah Kabupaten  Cirebon  Nomor  13 Tahun  2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon              Tahun 2009-2014,  agar dapat dilaksanakan dengan baik, cermat dan terarah serta optimal sesuai dengan target pencapaian indikator kinerja,  maka perlu  adanya  pengukuran program kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pagu Indikatif OPD;


b. 
bahwa  untuk menjamin pelaksanaan perencanaan program kegiatan pada setiap OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan pendekatan buttom-up dan untuk pembangunan wilayah yang berkeadilan, maka perlu dirumuskan melalui pagu indikatif kewilayahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat 
:  
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 


2.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355); 


3.  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  


4. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


5.  
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 


6.  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


7. 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor 4570);


8. 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia      Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


9. 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Tahun 2009 Nomor 6,       Seri E);


10.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);


11. 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
  

12. 
Peraturan  Daerah  Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13, Seri E.7). 
MEMUTUSKAN
Menetapkan  :  
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENENTUAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN, PAGU INDIKATIF OPD DAN PENGUKURAN PROGRAM KEGIATAN OPD KABUPATEN CIREBON
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini,  yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut  asas otonomi dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kewilayahan adalah wilayah pembangunan yang ada di kecamatan;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat  hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat, berdasarkan  asal usul dan  adat istiadat  setempat, yang diakui dan dihormati dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
8. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah  dokumen perencanaan  daerah  untuk  periode  5  (lima)  tahun  yang  merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah  dengan memperhatikan  RPJM Nasional  dan  RPJM Daerah  Provinsi  Jawa Barat;
13. Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  RKPD  adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)  tahun  yang merupakan  penjabaran dari  RPJM Daerah  dan mengacu  pada RKP Nasional  serta  RKP  Daerah  Provinsi  Jawa Barat;
14. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan;
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
16. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
19. Celah Fiskal adalah alokasi DAU setelah dikurangi alokasi dasar sejumlah gaji pegawai negeri sipil daerah;
20. Spesific Grant adalah pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan spesifik;
21. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
22. Dana Penyesuaian adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah Pusat yang diamanatkan dalam undang-undang tertentu dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya;
23. Dana Bantuan Provinsi adalah dana yang bersumber dari APBD Provinsi, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas provinsi.
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Pedoman Penentuan Pagu Kewilayahan dan pengukuran program kegiatan OPD dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penentuan pagu kewilayahan, Pagu Indikatif Sektoral  dan pengukuran program kegiatan OPD.
Pasal 3
Tujuan Penentuan Pagu Kewilayahan adalah:

1. menjamin  terciptanya  integrasi,  sinkronisasi, dan  sinergi  dalam  penyelenggaraan perencanaan pembangunan antara tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten; 

2. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dari tingkat Desa,  Kecamatan sampai Kabupaten; 
3. memadukan aspirasi masyarakat dengan program kegiatan Kabupaten Cirebon;
4. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Pasal 4
Tujuan Penentuan Pagu OPD adalah:

1. Memberikan Pagu berdasarkan bobot kerja dari masing-masing OPD;
2. Mendorong OPD untuk menyusun Program Kegiatan berdasarkan skala kebutuhan prioritas untuk mencapai target RPJMD, Renstra, SPM dan MDG’s.
Pasal 5
Tujuan Pengukuran Program Kegiatan OPD adalah:


1. untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

3. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

4. mempercepat pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD.
BAB III
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN, PAGU INDIKATIF SKPD DAN PENGUKURAN
PROGRAM KEGIATAN OPD
Pasal 6
Definisi dan Ruang lingkup Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan atau perkiraan batas  anggaran belanja daerah di dalam rancangan APBD yang bersifat indikatif untuk merencanakan program/kegiatan usulan kecamatan;
2. Mekanisme penyusunan program/kegiatan untuk pagu indikatif kecamatan ini dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dan berdasarkan prioritas dari beberapa program yang diusulkan oleh setiap desa/kelurahan;
3. Program kegiatan prioritas yang diakomodir tersebut akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusannya dan disinkronkan dengan Renja OPD terkait;
4. Program kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi dalam tiga aspek besar (aspek fisik, sosial budaya dan pemerintahan, serta ekonomi) dengan proporsi yang berbeda dan kriteria tertentu tersebut dalam lampiran I.a Peraturan Bupati ini;
5. Besarnya proporsi dari masing-masing aspek sebagaimana tersebut pada ayat (4) tersebut disesuaikan dengan hasil evaluasi tahunan terhadap pencapaian RPJMD, yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Pasal 7
Defenisi dan Ruang lingkup Pagu Indikatif OPD adalah sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif OPD adalah sejumlah patokan atau perkiraan batas  anggaran belanja daerah di dalam rancangan APBD yang bersifat indikatif untuk merencanakan program/kegiatan OPD, dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra SKPD/ Renja OPD;
2. Pagu indikatif SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah Anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah di dalam rancangan APBD  murni, yang dihitung dari celah fiskal Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah diluar pendapatan Rumah Sakit, serta pendapatan daerah yang tidak bersumber dari  pendapatan yang bersifat spesific grant baik dari DAK, dana penyesuaian atau Bantuan Provinsi.
Pasal 8
Pengukuran Program Kegiatan OPD ini adalah sebuah instrumen untuk memberikan penilaian tingkat prioritas dari suatu Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.
BAB IV

TATACARA  PENENTUAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN,
PAGU INDIKATIF SKPD DAN PENGUKURAN
PROGRAM KEGIATAN SKPD
Pasal 9
PIK total  yang selanjutnya disebut PIK, ditentukan berdasarkan jumlah PIK normal dan PIK reward.
Pasal 10
Besaran nominal PIK Total, PIK normal dan PIK reward ditentukan berdasarkan persentase dari Belanja Langsung Urusan SKPD yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 11
Tatacara penentuan PIK normal didasarkan pada  potensi dan masalah yang ada di setiap wilayah kecamatan dengan mempertimbangkan bobot dan nilai dari beberapa parameter dan variabel, sebagaimana tersebut dalam lampiran I.b.
Pasal 12
Tatacara penentuan PIK reward didasarkan pada  prestasi dari setiap wilayah kecamatan dengan mempertimbangkan bobot dan nilai dari beberapa parameter dan variabel, sebagaimana tersebut dalam          lampiran I.c.
Pasal 13
Proporsi peruntukan PIK ditentukan berdasarkan evaluasi capaian target indikator kinerja tahunan yang tertuang dalam RPJMD.
Pasal 14
Tatacara penentuan PIS  didasarkan bobot kerja yang dibebankan pada setiap OPD dengan mempertimbangkan bobot dan nilai dari beberapa parameter dan variabel, sebagaimana tersebut dalam lampiran II.
Pasal 15
Tatacara  Pengukuran Program  Kegiatan  dalam  rangka  penyusunan  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menentukan prioritas Program kegiatan dengan mempertimbangkan  bobot  dan nilai  skor  serta  keterkaitan  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah  (RPJMD),  Aspirasi Masyarakat, Tingkat Mendesaknya Pelaksanaan  Kegiatan, Aspek  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dan  Kebijakan Pemerintah Pusat / Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.  

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 16
Hal-hal  mengenai  pelaksanaan  teknis dari Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda. 
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahkan  Pengundangan  Peraturan  Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.  

 Ditetapkan 
:  di Sumber
 pada tanggal
:  28 Desember 2011 

BUPATI CIREBON
TTD
DEDI SUPARDI
Diundangkan
: di Sumber
Pada tanggal
:  29 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
ttd
      ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 42   SERI E.29
Lampiran I.a PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR     42 TAHUN 2011
TANGGAL  28 Desember 2011

KRITERIA USULAN DAN BESARAN PROPORSI TIAP-TIAP ASPEK PROGRAM KEGIATAN

YANG TERWADAHI DALAM PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

	NO
	ASPEK

	 
	KRITERIA USULAN

	1
	FISIK (45%)
	1
	Jalan  dan/atau Jembatan (KABUPATEN, Poros Desa, LINGKUNGAN)

	 
	 
	2
	Saluran Irigasi (< 1000 Ha)

	 
	 
	3
	Bangunan / Gedung (Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pasar Pemda, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Olahraga, embung dll)

	 
	 
	4
	Taman Alun-Alun Kota Kec

	 
	 
	5
	Jamban komunal

	 
	 
	6
	Prasarana air bersih 

	 
	 
	7
	Drainase/SPAL

	 
	 
	8
	Sarana dan Prasarana Persampahan

	 
	 
	9
	PJU

	 
	 
	10
	Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi

	 
	 
	11
	Normalisasi saluran sungai (kewenangan Kabupaten)

	 
	 
	12
	Penanganan Bencana dan Kerusakan lingkungan

	 
	 
	13
	Rutilahu/Rumah tidak sehat

	 
	 
	14
	dst ..........

	 
	 
	
	 

	2
	SOSIAL BUDAYA
	1
	Sosialisasi / Penyuluhan

	 
	dan Pemerintahan
	2
	Pelatihan-Pelatihan

	 
	(30%)
	3
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa (Desa Siaga, Karang Taruna dan kepemudaan, LPMD, LPMK, BPD, Posyandu dll.)

	 
	 
	4
	Pemberantasan buta huruf dan peningkatan minat baca

	 
	 
	5
	Penanganan Gizi Buruk, Ibu Hamil, Balita, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

	 
	 
	6
	Penanganan penyakit menular dan tidak menular

	 
	 
	7
	Penanganan Bencana 

	 
	 
	8
	Penanganan anak Drop Out Sekolah

	 
	 
	9
	Pengarusutamaan Gender

	 
	 
	10
	Keluarga Berencana

	 

	 
	11
	dst......


	
	 
	
	

	3
	EKONOMI
	1
	Sosialisasi / Penyuluhan

	 
	(25%)
	2
	Pelatihan-Pelatihan

	 
	 
	3
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa (Koperasi dan UMKM, Kelompok Tani dan Ternak, LKM,)

	 
	 
	4
	Penanganan rawan pangan dan rawan gizi

	 
	 
	5
	Lumbung desa

	 
	 
	6
	Demplot dan Dempond (kaji terap)

	 
	 
	7
	Sarana produksi (tanbunakhut kan)

	 
	 
	8
	Bantuan bibit (tanbunakhut kan)

	 
	 
	9
	Pengembangan potensi ekonomi lokal (wisata, jasa, industri, perdagangan dll.)

	 
	 
	10
	dst.......
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Diundangkan
: di Sumber

Pada tanggal
:    29 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

ttd
    ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 42  SERI E.29
Lampiran  I.b PERATURAN BUPATI CIREBON 

 NOMOR 42 TAHUN 2011        

        TANGGAL 28 Desember 2011
OBOT PARAMETER, VARIABEL dan PERHITUNGAN PIK normal

	PARAMETER
	BOBOT PARAMETER
	VARIABEL
	BOBOT VARIABEL
	SKOR
	NILAI

INDEKS

(kolom 4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	KEPENDUDUKAN (A)
	5 %
	Jumlah Penduduk
	2 %
	(Xi/∑X)
	Indx A1

	
	
	Luas Wilayah
	3 %
	(Xi/∑X)
	Indx A2

	PENDIDIKAN (B)
	25 %
	Penduduk tidak/belum pernah sekolah (diatas 15 tahun)
	5 %
	(Xi/∑X)
	Indx B1

	
	
	Penduduk buta huruf (diatas 15 tahun)
	15 %
	(Xi/∑X)
	Indx B2

	
	
	Penduduk tidak bersekolah lagi (7-24 tahun)
	5 %
	(Xi/∑X)
	Indx B3

	KESEHATAN (C)
	25 %
	Kematian Bayi
	10 %
	(Xi/∑X)
	Indx C1

	
	
	Ibu Hamil Resiko Tinggi
	10 %
	(Xi/∑X)
	Indx C2

	
	
	Balita Gizi Buruk
	5 %
	(Xi/∑X)
	Indx C3

	EKONOMI (D)
	25 %
	Pengangguran (Mencari Pekerjaan)
	15 %
	(Xi/∑X)
	Indx D1

	
	
	Rumah Tangga Miskin (KK)
	10 %
	(Xi/∑X)
	Indx D2

	INFRASTRUKTUR (E)
	20 %
	Sawah
	5 %
	(Xi/∑X)
	Indx E1

	
	
	Kebutuhan Jamban
	5 %
	(Xi/∑X)
	Indx E2

	
	
	Kebutuhan Prasarana Air Bersih
	5 %
	(Xi/∑X)
	Indx E3

	
	
	Rumah tidak layak huni/rumah tidak sehat
	5 %
	(Xi/∑X)
	Indx E4

	TOTAL INDEKS (∑ INDEKS Nrl)
	= Indx (A1+A2+B1+B2+B3+C1+C2+C3+D1+D2+E1+E2+E3+E4)

	JUMLAH PIK NORMAL
	= ( ∑ INDEKS Nrl) x (Prosentase PIK normal terhadap belanja langsung urusan OPD)
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Diundangkan
: di Sumber
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   ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR   42   SERI E.29
Lampiran  I.c PERATURAN BUPATI CIREBON 

 NOMOR 42 TAHUN 2011

 TANGGAL 28 Desember 2011
BOBOT PARAMETER, VARIABEL dan PERHITUNGAN PIK Reward
	PARAMETER
	BOBOT PARAMETER
	SKOR
	NILAI

INDEKS

(kolom 2x3)

	1
	2
	3
	4

	Ketercapaian perolehan target PBB
	 15 %
	(Xi/∑X)
	Indx R1

	Ketersediaan RPJM Des
	15 %
	(Xi/∑X)
	Indx R2

	Struktur ruang (PKL,PKLp dan PKK)
	30 %
	(Xi/∑X)
	Indx R3

	Kecamatan Perbatasan
	20 %
	(Xi/∑X)
	Indx R4

	Daerah Rawan Bencana
	20 %
	(Xi/∑X)
	Indx R5

	TOTAL INDEKS REWARD (∑ INDEKS Rwd)
	= indx (R1 +R2 + R3 + R4+R5 )

	JUMLAH PIK REWARD
	= ( ∑ INDEKS Rwd) x (Prosentase PIK Reward terhadap belanja langsung urusan OPD)
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Diundangkan
: di Sumber

Pada tanggal
:  29 Desember 2011  
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Lampiran II. PERATURAN BUPATI CIREBON 


NOMOR 42 TAHUN 2011

TANGGAL 28 Desember 2011

BOBOT PARAMETER, VARIABEL dan PERHITUNGAN PIS

	PARAMETER
	SUB PARAMETER
	BOBOT PARA
METER
	VARIABEL
	BOBOT VARIABEL
	SKOR
	NILAI

INDEKS

(kolom 4x5)

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6

	BEBAN KERJA BERDASARKAN KEDUDUKAN OPD (25 %)
	Penyeleng-Garaan Urusan Pemerintah Daerah
	25 %
	Urusan Wajib (A1)
	15 %
	(Xi/∑X)
	Indx A1

	
	
	
	Urusan Pilihan (A2)
	10 %
	(Xi/∑X)
	Indx A2

	BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI OPD (50%)
	Fungsi Pelayanan Pemerintahan (Internal
	20 %
	Fungsi Perencanaan
	10%
	(Xi/∑X)
	Indx B1

	
	
	
	Fungsi Pengendalian
	5%
	(Xi/∑X)
	Indx B2

	
	
	
	Fungsi Koordinasi
	5%
	(Xi/∑X)
	Indx B3

	
	Fungsi Pelayanan Umum (Eksternal)
	30 %
	Sifat Pelayanan Masyarakat
	20 %
	(Xi/∑X)
	Indx B4

	
	
	
	Berdasarkan banyaknya rentang kendali manajemen
	10 %
	(Xi/∑X)
	Indx B5

	DAYA DUKUNG DAN PRESTASI UNIT KERJA

(25%)
	Program dan kegiatan yang mendukung RPJMD
	10 %
	Program pokok yang mendukung RPJMD
	2 %
	(Xi/∑X)
	Indx C1

	
	
	
	Program penunjang yang mendukung RPJMD
	2 %
	(Xi/∑X)
	Indx C2

	
	
	
	Kegiatan pokok yang mendukung RPJMD
	4 %
	(Xi/∑X)
	Indx C3

	
	
	
	Kegiatan penunjang yang mendukung  RJMD
	2 %
	(Xi/∑X)
	Indx C4

	
	Realisasi Capaian Kinerja
	15 %
	Capaian Sasaran Program
	15 %
	(Xi/∑X)
	Indx C5

	
	TOTAL INDEKS (∑ INDEKS Nrl)
	= Indx (A1+A2+B1+B2+B3+C1+C2+C3+D1+D2+E1+E2+E3+E4)

	
	PIS Norml
	= (Total Indeks x Konstanta x BL cr)

	
	Konstanta
	= Ratio rata-rata belanja fisik non fisik OPD

	
	BL Cr
	= Belanja Langsung SKPD setelah dikoreksi untuk kebijakan Strategis dan Alokasi Wajib

	
	Total PIS
	= PIS Norml + Alokasi Wajib + Kebijakan Strategis + PIK
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Lampiran III. PERATURAN BUPATI CIREBON 


NOMOR 42 TAHUN 2011

TANGGAL 28 Desember 2011
PEDOMAN PENGUKURAN USULAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN OPD
BAB I     
PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan azas penyelenggaraan Pemerintahan berupa azas  kepastian  hukum,  azas  ketertiban  penyelenggaraan  negara,  azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas profesionalitas, azas akuntabilitas, azas efisiensi dan azas  efektivitas maka Pemerintah  Kabupaten Cirebon dalam proses penyusunan  perencanaan  pembangunan tahunan menetapkan indikator keterkaitan dengan Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD), Usulan Dari Masyarakat, Tingkat  Mendesaknya Pelaksanaan  Kegiatan,  Aspek Kemampuan  Keuangan  Daerah,  Kebijakan Pemerintah  Pusat/ Daerah  dan Kelanjutan    Pelaksanaan Kegiatan Tahun Lalu serta Identifikasi Masukan, Keluaran dan Hasil  Kegiatan  sebagai  variabel  penilaian  untuk menyeleksi usulan kegiatan .

BAB II   
TATA CARA PENGUKURAN USULAN KEGIATAN

A. Dasar Penilaian Usulan Kegiatan 

Dasar penilaian usulan kegiatan terdiri dari : 

1. Kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun lalu. 
2. Identifikasi Input, Output dan Outcome 
3. Kriteria  dan  variabel  penilaian  usulan  kegiatan dengan  obyek penilaian kelompok usulan kegiatan
B.  Tahapan Penilaian usulan Kegiatan 

1. Kelompok  Kegiatan  Absolut  yaitu  kegiatan  yang menjadi  dasar pelaksanaan  dan argumentasi dari kegiatan-kegiatan lain dengan out put yang  bersifat  menentukan  terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon secara  keseluruhan. Kelompok  kegiatan ini terdiri  dari:  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka  Panjang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan (dari Musrenbang Kelurahan sampai  Penetapan RKPD), Penyusunan APBD, Perhitungan APBD, Penyusunan LKPJ, Penyusunan Laporan Kinerja, Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah, Penyusunan dan Penerbitan Produk  Hukum  Daerah,  Survey  Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan, Fasilitasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta kegiatan kegiatan lain yang memiliki sifat wajib. Usulan  kegiatan dalam kelompok kegiatan  ini wajib untuk  dibiayai  dengan besaran  pembiayaan yang rasional setelah terlebih dahulu dicermati identifikasi indikator kinerja keluarannya.
2.  Kriteria Kelanjutan Dari Pelaksanaan Kegiatan Tahun Lalu 

Kriteria ini terdiri dari : 

a. Kelompok  kegiatan  Multi Years  yaitu  kegiatan  yang  telah  disepakati untuk  dibiayai selama beberapa tahun anggaran dengan tahapan pencapaian keluaran yang ditetapkan secara tahunan. Untuk  usulan-usulan  kegiatan  yang  termasuk  pada  kriteria  ini selanjutnya dicermati dengan melakukan  identifikasi masukan,  keluaran dan hasil dari kegiatan  tersebut tetapi tidak lagi dinilai berdasar Kriteria dan Variabel Penilaian Usulan Kegiatan. 
b. Kelompok kegiatan yang  berdasarkan  proses  pelaksanaan pekerjaan terdiri dari tahapan-tahapan yang dilaksanakan secara berurutan dengan beban anggaran  yang pengalokasiannya per tahun anggaran, misal: penyusunan Feasibility  Studies pada  tahun 2011 dilanjutkan  dengan penyusunan  Detail Engineering  Design  pada  tahun 2012  dan pembangunan kontruksi pada tahun 2013. 
Untuk usulan-usulan  kegiatan  yang  termasuk pada kriteria ini selanjutnya dicermati dengan melakukan  identifikasi masukan,  keluaran  dan hasil dari kegiatan tersebut dan selanjutnya dinilai berdasar Kriteria dan Variabel Penilaian Usulan Kegiatan : 
1) Kriteria dan Variabel Keterkaitan dengan RPJPD/RPJMD /RKPD 
2) Kriteria dan Variabel Tingkat Mendesaknya Pelaksanaan Kegiatan. 
3) Kriteria dan Variabel Keterkaitan dengan Aspek Keuangan Daerah. Untuk usulan-usulan kegiatan yang tidak memenuhi dua kriteria tersebut diatas langsung  dicermati dengan melakukan identifikasi masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan.
3.  Identifikasi Masukan, Keluaran dan Hasil  

Kriteria Identifikasi Masukan, Keluaran dan Hasil merupakan kriteria untuk melihat akuntabilitas dari suatu usulan  kegiatan dan dimaksudkan  sebagai instrumen  untuk menjamin  bahwa proses perencanaan  sebagai  dasar pelaksanaan anggaran  telah dilaksanakan  sesuai dengan data / informasi permasalahan dan pilihan metode penanganan permasalahan tersebut. Masukan  merupakan  indikator  untuk melihat perencanaan kebutuhan dana, peralatan, SDM dan metode pelaksanaan kegiatan sebagai prasyarat pelaksanaan  kegiatan  sehingga  dapat  terwujud  keluaran  yang direncanakan dengan  teknis pelaksanaan yang sesuai dengan kaidah dan norma yang ditentukan. Keluaran merupakan  indikator untuk melihat pencapaian kinerja  langsung dari proses pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan dana, peralatan dan SDM yang tersedia sesuai metode yang tepat dan benar.

Hasil  merupakan  indikator  untuk  melihat  pencapaian  kinerja  berkaitan dengan  berbagai  keluaran    dari  kegiatan  lain  sehingga  fungsi  yang diharapkan dapat berjalan. Usulan  kegiatan  dengan  identifikasi  Masukan,  Keluaran  dan  Hasil  yang tidak  jelas,  lengkap  dan  memadai    tidak  ditindaklanjuti  untuk  dinilai berdasar  Kriteria  dan  Variabel  Penilaian  Usulan  Kegiatan  serta dikembalikan kepada OPD untuk disempurnakan. Usulan  kegiatan dengan  Identifikasi  Masukan,  Keluaran  dan  Hasil  yang jelas,  lengkap  dan memadai ditindaklanjuti  untuk  dinilai  berdasar Kriteria dan Variabel Penilaian Usulan Kegiatan.

4.  Kriteria dan Variabel Penilaian Usulan Kegiatan: 

4.1. Keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD pada aspek :  

a.  Visi – misi RPJMD
b.  Kebijakan prioritas, Tujuan MDG’s dan Pelaksanaan SPM
4.2. Keterkaitan dengan aspirasi masyarakat berupa : 

a.  Dokumen Musrenbang Kecamatan 

b. Usulan Langsung Masyarakat melalui Kunjungan Bupati-Wakil Bupati/ DPRD, 
4.3. Keterkaitan dengan Tingkat Mendesaknya Pelaksanaan Kegiatan : 

a.  Dampak Kegiatan 

b.  Waktu Pelaksanaan 

c.  Kondisi Lapangan 

4.4. Berkaitan dengan Aspek Keuangan Daerah yang  meliputi : 

a.  Pembebanan Anggaran Daerah 

b.  Kemampuan mendukung peningkatan pendapatan daerah 

BAB III   
PETUNJUK PENILAIAN USULAN KEGIATAN 
A.  Ketentuan Umum Penilaian : 

1.
Prioritas  Usulan  kegiatan  didasarkan  pada  keterkaitan  antara  substansi  kegiatan dengan kriteria / variabel  . 

2.  Nilai kriteria / variabel berdasar range sebagai berikut : 

a.  Tinggi 
 : 5 

b.  Sedang 
 : 3 

c.  Rendah 
 : 1    

3. Nilai  capaian diperoleh dari hasil perkalian antara  jumlah nilai  kriteria  / variabel dikalikan dengan persentase bobot. 

4.  Jumlah nilai capaian merupakan nilai skor.  

5.  Nilai skor dipergunakan untuk menentukan ranking / prioritas kegiatan.    

B.  Petunjuk Pengisian Nilai Skor Untuk Kegiatan: 

1.  Keterkaitan Dengan RPJMD 

a. Target Kinerja Visi Misi 

Nilai 1  
apabila  hasil kegiatan  terkait secara  tidak  langsung dengan  visi-misi  Kabupaten 

Nilai 3  
apabila hasil kegiatan  memiliki  keterkaitan  langsung dengan  satu  item  target kinerja visi-misi  kabupaten
Nilai 5  
apabila  hasil  kegiatan  memiliki  keterkaitan  langsung dengan  lebih  dari  satu  item target kinerja visi-misi  

b. Kebijakan dan Program Prioritas, Tujuan MDG’s dan pelaksanaan SPM
Nilai 1 

apabila keluaran kegiatan tidak berkaitan secara langsung dengan kebijakan, program, prioritas 

Nilai 3  apabila keluaran  kegiatan  berkaitan  dengan  salah satu dari Kebijakan Prioritas, Tujuan MDG’s atau Pelaksanaan SPM 

Nilai 5  
apabila keluaran  kegiatan  berkaitan   dengan beberapa kebijakan prioritas, Tujuan MDG’s dan Pelaksanaan SPM
2.  Aspirasi Masyarakat 

a. Musrenbang Kecamatan 

Nilai 1 
apabila usulan kegiatan tidak diusulkan oleh satu kecamatan pun
Nilai 3 
apabila usulan kegiatan  diusulkan  satu sampai sepuluh   kecamatan 

Nilai 5  
apabila usulan kegiatan  diusulkan  sebelas  atau  lebih kecamatan 

b. Usulan  Langsung  dari  Masyarakat  melalui  Kunjungan Bupati-Wakil Bupati , atau reses DPRD
Nilai 1 
apabila usulan kegiatan tidak masuk dalam usulan langsung 

Nilai 3 
apabila usulan  kegiatan direkomendasikan oleh Bupati-Wakil Bupati atau hasil reses DPRD
Nilai 5  
apabila usulan kegiatan direkomendasikan oleh Bupati-wakil Bupati dan hasil reses DPRD
3.  Tingkat Mendesaknya Pelaksanaan Kegiatan 

a. Dampak Kegiatan 

Nilai 1   apabila  hasil  kegiatan  dampaknya tidak  dapat dirasakan oleh masyarakat langsung baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
Nilai 3
apabila  hasil  kegiatan  dampaknya  dapat dirasakan oleh masyarakat  langsung dalam jangka waktu setelah lebih dari dua tahun

Nilai 5
apabila  hasil  kegiatan  dampaknya  dapat dirasakan oleh masyarakat langsung seketika setelah satu atau dua tahun kegiatan dilaksanakan
b. Waktu Pelaksanaan 

Nilai 1  apabila kegiatan dilakukan tidak terikat waktu tertentu 

Nilai 3  apabila kegiatan dapat ditunda satu tahun 

Nilai 5  apabila kegiatan harus dilaksanakan tahun ini 

c. Kondisi Lapangan 

Nilai 1  apabila bukan merupakan keadaan darurat 

Nilai 3  apabila  penanggulangan  keadaan  darurat  pada  wilayah terbatas 

Nilai 5  apabila  penanggulangan  keadaan  darurat  pada  wilayah yang luas

5.  Aspek Keuangan Daerah 


a.  Pembebanan Anggaran Daerah 

Nilai 1  apabila 100 % membebani APBD Kabupaten
Nilai 3  apabila sharing APBD Kabupaten lebih dari 25%  

Nilai 5  apabila sharing APBD Kabupaten kurang dari 25% 


b.  Kemampuan Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah 

Nilai 1 

apabila  keluaran  kegiatan  tidak  berkaitan  dengan peningkatan pendapatan daerah 

Nilai 3  
apabila  keluaran  kegiatan  menunjang  peningkatan pendapatan daerah  

Nilai 5 
apabila  keluaran  kegiatan memberikan  kontribusi  langsung terhadap pendapatan daerah
Tabel : Bobot pengukuran usulan program kegiatan OPD
	PARAMETER
	BOBOT PARAMETER
	VARIABEL
	BOBOT VARIABEL
	SKOR
	NILAI

(kolom 4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	KETERKAITAN DENGAN RPJMD DAN RKPD(A)
	35 %
	Visi dan misi RPJMD, 
	20 %
	(1,3,5)
	xi

	
	
	Kebijakan Prioritas Tahunan, Tujuan MDG’s dan SPM
	15 %
	(1,3,5)
	xi

	ASPIRASI MASYARAKAT
	30 %
	Usulan Musrenbang
	20 %
	(1,3,5)
	xi

	
	
	Usulan langsung dari masyarakat melalui Bupati/Wabup dan hasil reses DPRD
	10 %
	(1,3,5)
	xi

	KEMENDESAKAN WAKTU
	20 %
	Dampak kegiatan
	10 %
	(1,3,5)
	xi

	
	
	Waktu Pelaksanaan
	 5 %
	(1,3,5)
	xi

	
	
	Kondisi lapangan
	5 %
	(1,3,5)
	xi

	ASPEK KEUANGAN DAERAH
	15 %
	Pembebanan Keuangan Daerah
	5 %
	(1,3,5)
	xi

	
	
	Kemampuan mendukung pendapatan daerah
	10 %
	(1,3,5)
	xi

	Total nilai (X)
	= ( ∑ Xi)

	KRITERIA NILAI
	P1, X= 3,5-5
P2, 2,5≤X<3,5
P3, X<2,5
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